
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.69, 2021 ORI. Insentif Asisten Ombudsman Republik 

Indonesia. Perubahan.  

 

PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 50 TAHUN 2021 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OMBUDSMAN NOMOR 35 TAHUN 2018 

TENTANG INSENTIF ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WAKIL KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a.  bahwa untuk menyelenggarakan dukungan administratif 

kepada Ombudsman Republik Indonesia terkait dengan 

penetapan pemberian insentif kerja Asisten Ombudsman 

Republik Indonesia; 

b. bahwa Peraturan Ombudsman Nomor 35 Tahun 2018 

tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia 

sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan 

kebutuhan pelaksanaan tugas serta fungsi Asisten 

Ombudsman, sehingga perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Ombudsman tentang Perubahan atas 

Peraturan Ombudsman Nomor 35 Tahun 2018 tentang 

Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899); 
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Perwakilan 

Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5207) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja 

Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6143); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang 

Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada 

Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 146, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5328); 

4.  Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang 

Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang 

Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 247); 

5. Peraturan Ombudsman Nomor 5 Tahun 2010 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian 

serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Ombudsman Nomor 25 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Ombudsman Nomor 5 

Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan 

dan Pemberhentian serta Tugas dan Tanggung Jawab 

Asisten Ombudsman (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 440); 

6. Peraturan Ombudsman Nomor 35 Tahun 2018 tentang 
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Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728);  

7. Peraturan Ombudsman Nomor 42 Tahun 2020 tentang 

Persyaratan, Penetapan Penjenjangan, dan 

Pengembangan Karier Asisten Ombudsman Republik 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 219); 

8. Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan 

Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 644); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN OMBUDSMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN OMBUDSMAN NOMOR 35 TAHUN 2018 

TENTANG INSENTIF ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK 

INDONESIA. 

 

Pasal I 

Ketentuan dalam Pasal 32 Peraturan Ombudsman Nomor 35 

Tahun 2018 tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1728) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 32 

(1) Pemberian insentif kerja bagi Asisten yang 

ditempatkan di pusat dan perwakilan ditetapkan 

oleh Ketua Ombudsman. 

(2) Ketua Ombudsman dapat melimpahkan 

wewenangnya dalam menetapkan insentif kerja bagi 

Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 

Sekretaris Jenderal dan Kepala Perwakilan 

Ombudsman. 

 

Pasal II 

Peraturan Ombudsman ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Ombudsman ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 27 Januari 2021 

 

WAKIL KETUA OMBUDSMAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

LELY PELITASARI SOEBEKTY 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 29 Januari 2021 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA  
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